BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam bab pembahasan diatas, maka penulis

dapat menyimpulkan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yuridis yang mendorong pembentukan bank industri jika
dianalisis dengan teori fungsi hukum dan teori kemanfaatan maka ketentuan
dalam pasal-pasal tersebut seharusnya digunakan sebagai bahan masukan
dan pertimbangan bagi pembentukan bank industri karena berdasarkan teori
fungsi hukum dari Roscoe Pound maka faktor-faktor yuridis yang
mendorong tersebut ternyata memberikan perlindungan terhadap
kepentingan umum didalam masyarakat (kepentingan usaha industri),
sedangkan berdasarkan teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham maka
faktor-faktor yuridis yang mendorong pembentukan bank industri tersebut
ternyata memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-
banyaknya orang.

2. Faktor-faktor yuridis yang mengendalai pembentukan bank industri jika
dianalisis dengan teori fungsi hukum dan teori kemanfaatan maka ketentuan
dalam pasal-pasal tersebut seharusnya tidak digunakan sebagai acuan atau
pedoman dalam pembentukan bank industri karena berdasarkan teori fungsi
hukum dari Roscoe Pound maka faktor-faktor yuridis yang mengendalai

tersebut ternyata tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan
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umum didalam masyarakat (kepentingan usaha industri), sedangkan
berdasarkan teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham maka faktor-faktor
yuridis yang mengendalai tersebut ternyata tidak memberikan kebahagiaan
yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang.

B. Saran

1. Pembentukan Bank Industri harus dibentuk dengan undang-undang khusus
Bank Industri (Lex Speciallis).

2. Para legislator atau pembentuk undang-undang di DPR (Dewan Perwakilan
Rakyat) perlu untuk memasukkan pembentukan lex specialis (undang-
undang bank industri) ini ke dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional)

3. Modal untuk mendirikan bank industri dibuat dengan aturan yang mengatur
bahwa modal pendirian bank industri dengan modal yang lebih kecil lagi

daripada ketentuan pendirian bank dalam undang-undang perbankan.
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